
SALINAN 

BUPATI SANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI SANGGAU 

NOMOR 77 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATl 
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan 
kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tambahan 
penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan 
eselonering, golongan, kondisi kerja, tempat bertugas dan 
kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau; 

b. bahwa Jabatan Fungsional tertentu Pranata Komputer, 
Terapis Wicara, Arsiparis Polisi Pamong Praja telah 
ditetapkan, tetapi belum tertera dalam lajur Lampiran III 
dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan tugas-tugas PNS yang memangku Jabatan 
Fungsional Umum khusus Supir Pimpinan Tinggi dan 
Petugas Keprotokolan Bupati, Petugas Keprotokolan Wala! 
Bupati, dan Petugas Keprotokolan Sekretaris Daerah 
perlu diakomodir tambahan penghasilan dalam Peraturan 
Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf 

a, 

huruf 

b, dan huruf 

c, 

perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 Ten tang 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sanggau; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4406); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang . 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

MEMUTUSKAN .. 



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten 
Sanggau Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 ( Berita 
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 40 ) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasa.1 l diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 
2 angka yakni angka 9a dan 9b, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 
1. Daerah adalah Daerah kabupaten Sanggau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepada Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

5. Tambahan Penghasilan adalah Penerimaan 
penghasilan yang diperoleh PNS diluar gaji dan 
Tunjangan jabatan struktural / fungsional. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang 
dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu 
unit/ satuan organisasi. 

9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang PNS dalam rangka melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

9a. Jabatan Fungsional Umum Petugas Protokol adalah 
Petugas Protokol Bupati, Petugas Protokol Wakil 
Bupati dan Petugas Protokol Sekretaris Daerah. 

9b.Jabatan . 



9b. Jabatan Fungsional Umum khusus Sopir Pimpinan 
Tinggi adalah Sopir Bupati Sanggau, Sopir Wakil 
Bupati Sanggau, Sopir Ketua DPRD Kabupaten 
Sanggau dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sanggau. 

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan 
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya 
disyaratkan dengan angka kredit yang di tentukan. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 3 
( 1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan 

CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 
(2) Tam bahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku, yaitu: 
a. PNS yang memangku Jabatan Struktural; 
b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum; 
c. PNS yang memangku Jabatan Fungsional 

Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan dan 
Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sanggau; 

d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional 
Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Kabupaten Sanggau; 

e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional 
Tertentu di lingkungan SKPD lainnya; dan 

f. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum 
khusus Sopir Pimpinan Tinggi. 

3. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 
ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 
( 1) CPNS 

dari 
diberikan Tambahan 
besaran tambahan 

Penghasilan 
penghasilan 

sebesar 80% 
yang telah 

ditetapkan. 
(2) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 

memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 
memangku jabatan fungsional umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tercantum 
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3a) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 
memangku Jabatan Fungsional Umum khusus Sopir 
Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf f, tercantum dalam lampiran Ila yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran 
Bupati ini. 

(4/Besaran .................• 



(4) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 
memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tercantum 
dalam lampiran II[ yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 
memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tercantum 
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang 
memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tercantum 
dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah l ayat yakni ayat (6) sehingga 
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 
(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) d.iberikan berdasarkan Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) diberikan berdasarkan Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4) diberikan berdasarkan Lampiran Ill 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (6) diberikan berdasarkan Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3a)diberikan berdasarkan Lampiran Ila 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 
(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat ( 1) dibayarkan sesuai dengan yang 
tercantum dalarn lampiran VIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 ayat (2) baik yang menggunakan absen 
elektronik maupun absen manual dibuktikan dengan 
rekapitulasi kehadiran sesuai dengan yang tercantum 
dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3/ Kehadiran . 



(3) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 8 ayat (2) dihitung dengan cara sebagaimana 
tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 13 
(1) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana maksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemotongan sebelum 
dipotong pajak, apabila : 

a. tidak ikut ape! pagi maka dilakukan pemotongan 
sebesar 1 % per hari; 

b. tidak ikut ape! sore maka dilakukan pemotongan 
sebesar 1 % per hari; 

c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah maka 
dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari; 

d. izin diluar kedinasan dilakukan pemotongan sebesar 
2% per hari, kecuali untuk urusan orang tua, suami, 
istri, dan anak; 

e. sakit, maka dilakukan pemotongan sebesar 1% per 
hari, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter dan atau diketahui oleh atasan langsung; 

f. tidak mengikuti ape! gabungan dan upacara hari-hari 
besar nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
tanpa alasan yang jelas, dilakukan pemotongan 
sebesar 2 % per 1 kali 

(2) Pengecualian bagi PNS dan CPNS yang memangku 
Jabatan Petugas Protokol Bupati, Petugas Protokol 
Wakil Bupati dan Petugas Protokol Sekretaris Daerah 
serta Jabatan Fungsional Umum Sopir Bupati, Sopir 
Wakil Bupati, Sopir Pimpinan DPRD dan Sopir 
Sekretaris Daerah tidak wajib ape! maka tidak di 
lakukan pemotongan. 

7. Lampiran II diubah sehingga lampiran II berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati. 

8. Lampiran III diubah sehingga Lampiran 111 berbunyi 
sebagairnana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

9. Lampiran V diubah sehingga Lampiran V berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal JI . 



Pasal II 

Pera tu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 17 Nopember 2016 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUSHADI 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 
BERlTA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 77 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum dan HAM ( 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, "f 

NIP. 
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